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ABSTRAK

FAHMI DJIBRAN (B022172043) Kekuatan Hukum Atas Akta Pengurus
Perseroan Komanditer Dibuat Oleh Notaris Yang Pengurusnya Anak Di Bawah

Umur, Dibimbing Oleh Abdul Maasba Magassing dan Muhammad Basri

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Apakah Akta Pendirian Perseroan
Komanditer (CV) yang salah seorang Pengurusnya masih dibawah umur
memiliki kekuatan Hukum, dan Bagaimana Tanggung Jawab Notaris terhadap
akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang isinya memuat anak dibawah
umur sebagai pengurus.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus,.Bahan hukum yang
digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa Kekuatan pembuktian akta autentik,
termasuk akta Notaris, adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian dan Undang-
Undang menugaskan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu untuk
membuat akta autentik tersebut. Dalam pemberian tugas inilah terletak
pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian
kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Dan mengenai
kekuatan hukum dari akta Notaris yang dibuat yang mana salah satu peseronya
berstatus anak dibawah umur dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum, akan
tetapi anak dibawah umur bisa digantikan dengan orang lain yang dewasa.
Tanggung Jawab Notaris terhadap akta Pendirian Komanditer (CV) yang isinya
memuat anak dibawah umur sebagai pengurus yaitu tanggung jawab moral dan
Hukum yang tidak memenuhi syarat formal (kekuatan eksekutorial) untuk dapat
melakukan eksekusi terhadap akta yang dibuat atas kelalaiannya.

Kata Kunci ;Akta; Anak Dibawah umur; Kekuatan Hukum.
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ABSTRACT

FAHMI DJIBRAN (B0O22172043) The Legal Strength Of The Management Of
Commanditaire Vennootschap (Cv) Made By A Notary Of Management Of
Children Under Age, Abdul Maasba Magassing and Muhammad Basri

This study aims to analyze whether the Deed of Establishment of a Limited
Liability Company (CV) in which one of the Management is underage has legal
force, and how the Notary's Responsibility for the Deed of Establishment of a
Limited Liability Company (CV) which contains a minor as a management.

This type of research is normative legal research using statutory approaches
and case approach, The legal materials used are primary and secondary legal
materials.

The research results show that the power of authentic deed of proof, including
notary deeds, is based on statutory provisions, that there must be authentic
deeds as a means of proof and the law assigns certain officials or people to
make the authentic deed. It is in this assignment that lies in giving a sign of trust
to the officials and granting the power of proof to the deeds they make. And
regarding the legal force of the Notary deed that is made, which one person is a
minor, it is still legal, but minors can be replaced by other adults. The notary's
responsibility for the deed of limited partnership (CV), which contains a minor as
a manager, namely moral and legal responsibility that does not meet the formal
requirements (executive power) to be able to carry out the execution of the
deed made for his negligence.

Keywords ; Deed; Minors; Legal force.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang
merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang bertujuan
untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata bagi setiap warga
Negara.Sistem Perekonomian di Indonesia disusun sebagai Usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini tercantum di
dalam Undang-Undang Dasar 1945, khusunya Pasal 33 ayat 1 yang
menentukan bahwa Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan yang
menggembirakan,terbukti  semakin  menjamurnya  perusahaan-
perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara
dan bahkan semakin bertambahnya investor asing untuk
meningkatkan investasinya di negara kita.'Setiap perusahaan ada
yang terdaftar di instansi pemerintah dan ada pula yang tidak terdaftar
diinstansi pemerintah.Bagi perusahaan yang terdaftar di instansi
pemerintah maka mereka mempunyai badan hukum untuk
perusahaannya.Badan hukum ini adalah merupakan status dari

perusahaan tersebut yang terdaftar di instansi pemerintah secara

'H.U.Adil Samadani.2013, Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Median,
hal.3



resmi. Namun sebelum didaftarkan di instansi pemerintah maka setiap
perusahaan perlu untuk memiliki akta pendirian perusahaan sebagai
akta autentik yang dibuat oleh pejabat tertentu yang oleh peraturan
perundang-undangan diberi kewenangan untuk membuat akta
pendirian perusahaan.

Di Indonesia pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat
akta autentik yang berkaitan dengan pendirian perusahaan adalah
notaris. Pengertian notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini
atau berdasarkan undang-undang lainya.

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh
pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal
memberikan pelayanan, membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau
timbul dalam masyarakat.’Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini
dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian
hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.Perjanjian-
perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan notaris disebut
akta.Pembuatan akta oleh notaris mendapat Kuasa dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengesahkan atau melegalisir

2 Diana Kusumasari, hukum perdata diakses dari https// www. Hukum online. com/
klinik/detail/ulasan/It4d256710748f2/poin-poin-dalam-perjanjian 14 Pebruari 2011



salinan dari suatu akta yang menyaksikan berbagai surat perjanjian,
surat wasiat, pendirian Commanditaire Vennostchap (CV), Perseroan
Terbatas (PT), salinan surat yang dilegalesir, perjanjian-perjanjian
yang dibuat, dinyatakan dan ditanda tangani oleh para pihak
dihadapan notaris adalah benar.Tujuannya adalah supaya akta
tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat
terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya
negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi
anggota masyarakat, mengingat dalam wilayah Hukum Perdata,
negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang
dalam hal pembuatan akta autentik, untuk kepentingan pembuktian
atau alat bukti.®

Salah satu perusahaan biasanya dibuatkan akta pendiriannya
adalah Perseroan Komanditer disingkat dengan (CV) yang merupakan
salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum.Perseroan
Komanditer disebut juga dengan Commanditaire Vennootschaap,
yang sering disingkat dengan (CV) adalah salah satu jenis badan
usaha di Indonesia.*

CV termasuk bentuk badan usaha bukan berbadan hukum,
seperti halnya PT. (Perseroan Terbatas) badan usaha yang berbadan

hukum, walaupun demikian keberadaan badan usaha ini tidak

*Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, (Dunia
Cerdas, Jakarta, 2013), him. 5
“Diaksesdari https://novandi.id/pengertian-cv



mengurangi hak dan kewajibannya sebagai perusahaan yang diakui
pemerintah dan kalangan dunia usaha khususnya. Hal ini dapat dilihat
dari banyaknya pengusaha, terutama bergerak dibidang Usaha Kecil
dan Menengah (UKM) yang menggunakan badan usaha CV sebagai
landasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia.Dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), badan usaha CV
sebagai landasan untuk usaha tidak ada pengaturan khusus bagi CV
tentang pendirian,pendaftaran,maupun pengumumannya, sehingga
persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian
dengan lisan atau sepakat para pihak (diatur dalam Pasal 22
KUHDagang).

Pada Praktiknya di Indonesia telah menunjukan suatu
kebiasaan untuk mendirikan perusahaan CV dibuatkan akta pendirian
berdasarkan akta notaris,wajib didaftarkan di kepaniteraan pengadilan
negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia.”° Dengan adanya Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 tentang
pendaftaran  persekutuan  komanditer,persekutuan firma dan
persekutuan perdata.Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa
pendaftaran pendirian CV telah dilakukan di Kementrian Hukum dan
HAM tidak lagi di Pengadilan Negeri, hal itu memberikan imbas kepada

prosedur pendaftaran nama hingga pengesahannya. CV yang telah

®Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 17 tahun
2018,tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan
perdata.



berdiri sebelum Permenkumham tersebut diundangkan tetap sah
berdiri sebagai selayaknya CV pada umumnya, hal ini sudah
diantisipasi Pasal 23 Ayat 1 Permenkumham yang mengatur bahwa :

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CV, Firma, dan

Persekutuan Perdata yang telah didaftar pada Pengadilan

Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya peraturan

Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan pendaftaran CV di
Kemenkumham juga wajib dilakukan bagi CV yang telah ada sebelum
berlakunya Permenkumham ini yang telah menerima pengesahan dari
pengadilan negeri.CV tersebut diberi batas waktu satu tahun setelah
Permenkumham diundangkan. CV yang sudah eksis bertahun-tahun
namun belum mendaftarkan nama CV-nya di Kemenkumham atau
buruknya lagi pada saat mau mendaftarkan telah ada nama CV yang
baru berdiri dan terdaftar dengan nama CV yang sama, dalam Pasal
23 Ayat 2 Permenkumham memberikan pengecualian bagi CV yang
terlebih dahulu berdiri sebelum peraturan ini diundangkan dengan
menyebutkan:®

“Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara

sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah
terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.”

Dengan demikian CV yang terlebih dahulu berdiri tetap bisa

menggunakan nama CV tersebut meskipun nama CV telah

®pasal 23 Ayat 2 Permenkumham, catatan pendaftaran CV.



didaftarkan oleh pihak lain. Pada awalnya Pasal 1868 (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHP) selain mendefinisikan mengenai
suatu akta autentik juga merupakan induk dasar dari suatu akta dapat
dikatakan sebagai akta autentik. Pasal 1868 (KUHP) yang
menyatakanbahwa :

“Suatu akta autentik ialah suatu akta didalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau
dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu
ditempat dimana akta dibuatnya.”’

Pelaksanaan dari Pasal tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Jabatan Notaris. Pada dasarnya Notaris merupakan pejabat umum
yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan
lainnya.

CV terdiri dari satu atau lebih pesero pengurus (Komplementer)
dan satu atau lebih juga adalah persekutuan untuk menjalankan
usaha yang dibentuk oleh satu atau beberapa sekutu yang
bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu atau
beberapa sekutu bertindak sebagai pelepas uang pada pihak lain.2Cv
merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum yang

diatur dalam buku pertama, titel ketiga, bagian kedua Pasal 16-35

" Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang pembuktian akta

8Ayu Ratnawati, 2015, Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian CV Dalam
Mewujudkan Kepastian Hukum, Jurnal hukum Vol. Il No.2 Juli-Desember, Universitas
Sebelas Maret, Surakarta, hal. 158



Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Aturan Ilebih
spesifiknya yaitu tentang pengertian CV yang diatur dalam Pasal 19
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dalam Pasal 19 ayat
(1) menyatakan bahwa CV adalah Perseroan yang terbentuk dengan
cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer,
didirikan antara seorang atau antara beberapa orang pesero yang
bertanggungjawab secara tanggung renteng, untuk keseluruhannya,
dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Dalam mendirikan suatu perusahaan, pelaku usaha harus
membuat akta pendirian terlebih dahulu kepada notaris. Berdasarkan
Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa ,
akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan
notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam undang-
undang ini. Akta autentik menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian
maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya menjadikan
produk hukum notaris tersebut harus mengikuti tata cara
pembuatannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut harus
dianggap benar adanya, sampai ada pihak yaitu biasanya pihak lawan
harus dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta
tersebut tidak benar.

Pada prinsip setiap akta yang dibuat oleh notaris memiliki

kekuatan hukum sebagai alat bukti maupun sebagai dokumen yang



dapat digunakan oleh pemegang akta dalam melakukan perbuatan-
perbuatan hukum atas isi dari akta yang telah dibuat oleh notaris, Akan
tetapi keberadaan notaris sebagai pejabat umum juga tidak terlepas
dari masalah dalam menjalankan tugasnya saat membuat akta
pendirian perusahaan.

Salah satunya adalah terhadap pembuatan akta pendirian CV yang
terjadi di Kota Palu, dimana akta pendirian CV yang dibuat oleh salah
seorang notaris yang berada di Kota Palu dimana salah satu pengurusnya
adalah anak di bawah umur kurang dari 12 tahun sebagai Pesero
Komanditer (Diam) dalam akta Perseroan Komanditer CV. Ananda yang
telah dibuatkan akta pendiriannya pada tahun 2009 dan akta pendirian
tersebut telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Negeri pada tahun
2009. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320
KUHPerdata karena dalam pembuatan suatu akta secara syarat subyektif
harus cakap yang artinya sudah cukup umur atau dewasa.Berdasarkan
uraian di atas maka perlu kiranya dilakukan kajian lebih lanjut terkait
dengan kekuatan hukum atas akta pengurus CV dibuat oleh notaris yang
pengurusnya anak dibawah umur. Hal tersebut akan dikaji lebih lanjut
dalam tesis ini.

B. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam Penelitian ini

yaitu :



1. Apakah Akta pendirian CV yang salah seorang pengurusnya masih
di bawah umur memiliki kekuatan hukum?
2. Apakah Notaris bertanggung jawab atas akta pendirian CV yang
isinya memuat anak dibawah umur sebagai pengurus ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis kekuatan hukum dari akta CV yang memuat
anak di bawah umur sebagai pengurus.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta CV yang
isinya memuat anak dibawah umur sebagai pengurus.
D. Manfaat Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi
pengembangan IImu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang
hukum Keperdataan dan Kenotariatan yang berkaitan dengan
Kekuatan hukum akta pendirian CV yang isinya memuat anak di
bawah umur sebagai pengurus.

2. Manfaat Praktis



Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat baik kepada pembaca, pelaku hukum
perusahaan, akademis, praktisi hukum, notaris maupun penulis sendiri.
Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi pembaca Pelaku Perusahaan, praktisi hukum.
Diharapkan  dapat memberikan  sumbangan  ilmu
pengetahuan khususnya tentang Hukum Perusahaan mengenai
kekuatan hukum atas akta CV yang isinya memuat anak di bawah
umur sebagai pengurus.
b. Manfaat bagi penulis sendiri
Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat
penyelesaian studi magister kenotariatan di fakultas hukum
Universitas hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta
wawasan dibidang hukum perdata dan kenotariatan, yaitu dalam
ruang lingkup kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-
undang hukum dagang dan peraturan perundang-undangan lain
yang terkait dengan penelitian ini.
E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh
penulis maka dalam hal ini akan dicantumkan kedua penelitian
terdahulu dalam bentuk tesis yang membahas tema hampir serupa
namun berbeda pada sub-kajian selanjutnya diuraikan sebagai

berikut:
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1. Rifka Jaksanti Putri Fakultas HukumUniversitas Gajah Mada yang
berjudul “Kedudukan anak di bawah umur dalam akta perikatan
jual beli hak atas tanah (Studi kasus putusan pengadilan negeri
nomor 165/Pdt.G/2013/PN.SImn)”. Dalam hasil penelitiannya yang
lebih membahas tentang kedudukan anak di bawah umur dalam
perikatan jual beli hak atas tanah adalah sebagai subjek hukum
yang tidak cakap, sedangkan penelitian Penulis lebih mengacu
pada Kekuatan hukum atas akta perseroan komanditer (CV)
dibuat oleh notaris yang pengurusnya anak di bawah umur.

2. M. Fuad Faton, Fakultas Hukum, Universitas Islam Blitar, yang
berjudul “Tinjauan vyuridis akad jual beli tanah dengan subjek
hukum anak dibawah umur”. Dalam penelitiannya membahas
tentang kepastian mengenai kedudukan anak beserta akibat
hukum jual beli atas tanah dan bangunan yang berasal dari
hibah/warisan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
Sedangkan penelitian Penulis lebih membahas mengenai kekuatan
hukum dari akta CV yang memuat anak di bawah umur sebagai
pengurus dan tanggung jawab notaris terhadap akta CV yang

isinya memuat anak dibawah umur sebagai pengurus.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Akta Pada Umumnya

Akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan sengaja
dibuat untuk digunakan sebagai bukti bahwa telah dilakukan suatu
perbuatan hukum tertentu. Berikut ini diberikan pengertian akta
menurut beberapa ahli, yaitu® :

1. R. Subekti, Akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja
dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwva dan
ditandatangani.

2. Setiawan, Akta ialah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk
membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu

3. Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tanda tangan
yang memuat peristiwva yang menjadi dasar suatu hak atau
perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk
pembuktian.

Bukti tertulis bisa berupa akta di bawah tangan atau akta
autentik. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta di bawah tangan ialah
akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa
bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta dibawah tangan ialah akta
yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.akta di bawah

tangan tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang

® Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Hal. 128
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berwenang.Pengertian akta autentik terdapat pada Pasal 1868
KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“Suatu akta autentik ialah akta yang di dalam bentuk yang

ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat
dimana akta dibuatnya.

Sudikno Mertokusumo, mengemukakan akta autentik adalah
akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh
penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik
dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang
mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang
berkepentingan. Jadi akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau
dihadapan pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang
ditetapkan oleh undang-undang.Pejabat yang dimaksud antara lain
ialah notaris, panitera, jurusita, pegawai catatan sipil, hakim dan
sebagainya.

Akta notaris ialah Suatu akta autentik karena akta itu dibuat
oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat.Dari segi isinya menurut
G.H.S. Lumban Tobing menyatakan bahwa ada akta Notaris yang
merupakan akta pihak dan ada pula akta notaris yang merupakan Akta
Pejabat.*°Menurut Setiawan dari segi bentuknya kita mengenal akta

yang dibuat dalam bentuk minuta. Minuta atau asli akta ini disimpan di

kantor notaris, sedangkan turunannya diberikan kepada para

9G.H.S. Lumban Tobing.Peraturan jabatan notaris,2003. Hal. 51
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pihak.Dari segi bentuknya, kita mengenal pula akta notaris yang dibuat
serta diberikan dalam bentuk originalnya.
B. Fungsi dan Kedudukan Akta Notaris

Sudikno Mertokusumo menguraikan akta dapat mempunyai
fungsi formil sebagai alat bukti. Akta berfungsi formil berarti bahwa
untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu
perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta.Disini akta merupakan
syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.''Dalam Pasal
1870 KUHPerdata Menyatakan bahwa:

“Suatu memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli

warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka,

suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di

dalamnya”.

Dengan kata lain akta autentik bertujuan untuk dapat digunakan
sebagai alat bukti bagi para pihak. Sempurna yang dimaksud dalam
pasal ini memuat pengertian bahwa akta autentik merupakan alat
pembuktian yang mengikat dan lengkap. Mengikat dalam arti apa yang
tercantum dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim sebagai
sesuatu yang benar selama tidak dibuktikan sebaliknya. Jadi beban
pembuktian ini jatuh kepada pihak lawan.Pihak lawan misalnya dapat
mengemukakan bahwa perjanjian tersebut tidak berlaku lagi.
Perlawanan ini dapat melumpuhkan si pemegang akta autentik apabila

dapat dibuktikan Pada akta autentik dengan demikian juga pada akta

Notaris dikenal 3 (tiga) jenis kekuatan pembuktian, yaitu :

0Op.Cit. Hal. 61

14



1. Kekuatan Pembuktian Lahir Akta Autentik

Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari
akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik
mengemukakan bahwa membuktikan tidak saja antara pihak yang
bersangkutan, tetapi juga terdapat pihak ketiga. Bahwa pada tanggal
tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di
muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis
dalam akta tersebut.*?

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan sebagai asas
berlaku acta publica probant seseipsa (sementara akta autentik
membuktikan sendiri keabsahannya), yang berarti bahwa sesuatu akta
yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat
dianggap sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya.™®
2. Kekuatan Pembuktian Formil Akta Autentik

Dengan kekuatan pembuktian formil ini oleh akta autentik
dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam
tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari
itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu
sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan
jabatannya itu. R. Subekti, mengatakan tentang kekuatan pembuktian

formil akta autentik bahwa membuktikan kepada para pihak, bahwa

12 R. Soebekti, Aneka Perjanjian, Hal. 72
“Ibid Hal. 30
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mereka sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut
(kekuatan pembuktian formil). Sedangkan menurut  Sudikno
Mertokusumo, dalam arti formil akta autentik membuktikan kebenaran
dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Dalam hal
ini yang pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta
keaslian tanda tangan.*

3. Kekuatan Pembuktian Materil Akta Autentik

Antara para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta
penerima hak mereka, akta memberikan pembuktian yang lengkap
tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu dengan
pengecualian dari apa yang tercantum di dalamnya sebagai suatu
pemberitahuan belaka dan yang tidak mempunyai hubungan langsung
dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.

Akta pejabat tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran
apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat, kebenaran dari
pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah
pasti bagi siapapun®. tentang kekuatan pembuktian akta di bawah
tangan adalah'® :

a. Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan oleh karena tanda
tangan pada akta di bawah tangan kemungkinannya masih dapat
dipungkiri, maka akta di bawah tangan ini tidak mempunyai

kekuatan pembuktian lahir. Kalau tanda tangan pada akta di bawah

“Ibid, Hal. 131
!> 5pedikno Mertokusumo. Op.cit,. Hal 131
'lpid. 132-133
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tangan itu diakui oleh yang bersangkutan, maka akta itu merupakan
bukti sempurna yang berlaku terhadap para pihak yang
bersangkutan.

b. Kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan kekuatan
pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan
kekuatan formil dari akta autentik. Jadi disini telah pasti bagi
siapapun bahwa dipenandatanganan menyatakan seperti yang
terdapat di atas tanda tangannya.

c. Kekuatan pembuktian materil akta di bahwa tangan suatu akta di
bawah tangan hanyalah memberikan pembuktian sempurna demi
keuntungan orang kepada siapa sipenandatangan hendak
memberikan bukti, terhadap setiap orang lainnya kekuatan
pembuktiannya adalah bebas.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pembentuk
undang-undang berkehendak mewadahi para notaris dalam satu
organisasi. Di samping itu UUJN juga memberikan kewenangan yang
sangat besar kepada notaris dalam menjalankan jabatan, termasuk
kewenangan membuat akta di bidang pertanahan dan sebagai pejabat
(juru) lelang. Perombakan dalam UUJN juga menyangkut pengawasan
notaris yang tidak lagi dilakukan oleh lembaga peradilan, tetapi
diserahkan kepada pemerintah, vyaitu Menteri yang dalam

pelaksanaannya dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri
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dari tiga unsur, yakni unsur pemerintah, unsur organisasi notaris dan
akademisi.

Menurut Philipus M. Hadjon, penilaian terhadap akta notaris
sebagai produk dari Pejabat Publik harus dilakukan berdasarkan atas
Asas Praduga Sah (Vermoeden van Rechtmatigheid). Asas ini dapat
dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus
dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak
sah.Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus
dengan gugatan ke pengadilan umum.Selama dan sepanjang gugatan
berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para
pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.*’

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa salah satu
tujuan dari akta notaris adalah untuk dijadikan sebagai alat bukti yang
kuat. Maka akta notaris mempunyai 3 jenis kekuatan pembuktian :*®

1. Kekuatan pembuktian diri (uitwedige bewijskracht). Dengan ini
dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan
dirinya sendiri sebagai akta autentik, dengan kata akta autentik
membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim
disebut “acta publica probant seseipsa’. Apabila sesuatu akta
kelihatan sebagai akta autentik, artinya menandakan dirinya dari

luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat,

" Habib Adjie,Hukum notaris indonesia-Tafsir tematik terhadap UU No 30 tahun 2004
Tentang jabatan, 2008, hal. 140.
'¥G.H.S. Lumbang Tobing, Op Cit, him. 45 — 48.
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maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta
autentik, sampai dapat dibuktikan bahwa itu adalah tidak autentik.

2. Kekuatan pembuktian formil (formele bewijskracht). Dengan
kekuatan pembuktian formil ini oleh akta autentik dibuktikan,
bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam
tulisan itu, sebagai yang tercantum dalam akta tersebut dan selain
dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam
akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam
menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht). kekuatan
pembuktian ini menyatakan bahwa isi dari apa yang tercantum
dalam akta itu dinggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap
setiap orang.

C. Dasar Hukum, Fungsi dan Kewenangan Notaris

Ketentuan notaris telah ada sejak masa penjajahan Hindia
Belanda, Lembaga notaris di Indonesia berasal dari zaman Belanda,
sebab peraturan jabatan notaris Indonesia berasal dari notaris
Reglement (Stbl 1860-3), yang merupakan landasan kelembagaan
notariat Indonesia.Pada tahun 1620 diangkat notaris pertama di
Hindia Belanda, yaitu Melchione Kerchem yang tugasnya melayani
semua surat, surat wasiat, surat dibawah tangan, persiapan
penerangan akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, dan akta-

akta lainnya. Perjalanan notaris di Indonesia mengalami
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perkembangan sesuai dengan perkembagan Negara dan bangsa, hal
ini dengan berhasilnya pemerintah orde reformasi mengundangkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notariat,
Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ini merupakan
pengganti peraturan Jabatan Notaris (Stb.1660-3) dan (Stb 1860 :3,
peraturan pemerintah Kolonial Belanda. Undang-Undang Nomor 30
tersebut telah mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun
2014 tentang Jabatan Notaris.

Pada jaman awal pembentukan profesi notaris di Negara
Indonesia, notaris merupakan bagian dari pegawai negara yang
berhubungan dengan notaris dan terkait serta bertangung jawab
secara langsung kepada Presiden.Namun, sekarang notaris
merupakan sebuah jabatan tersendiri yang disebut dengan istilah
pejabat umum.Pejabat umum adalah orang yang menjalankan
sebagian fungsi publik dari Negara khususnya di bidang hukum
perdata.

Apabila kita perhatikan dengan seksama maka seorang notaris
adalah sama halnya seperti masyarakat umum seperti biasanya,
namun dalam jabatanya sebagai pejabat umum yang melekat banyak
sekali tugas dan wewenanganya yang tidak dapat dijumpai pada orang
kebanyakan sehingga dalam kedudukanya tersebut notaris harus
selalu memperhatikan etika yang melekat pada jabatanya. Pengertian

Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2
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Tahun 2014 UUJN Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang
untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainya sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang
lainya. Dari pengertian tersebut diatas mengandung makna bahwa
sepanjang tidak ditentukan pejabat lain untuk membuat akta autentik,
maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang
berwenang membuat akta autentik.

Tugas yang diemban oleh seorang notaris adalah tugas
seharusnya yang merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan
notaris mempunyai akibat hukum.Notaris dibebani sebagian
kekuasaan negara dan memberikan pada akta kekuatan autentik dan
eksekutorial berkaitan dengan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta
autentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta notaris berisikan
perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-
keterangan dari para pihak.Walaupun demikian umumnya notaris
harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku baik dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Undang-Undang Jabatan
Notaris (UUJN).

Menurut A. W Voors pekerjaan seorang notaris dibagi menjadi

yaitu : Pekerjaaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga
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disebut pekerjaan legal dan pekerjaan ekstra legal yaitu pekerjaan
yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu®®.

Mengingat tugas, fungsi dan kewenangan Notaris mempunyai
peranan yang sangat penting bagi terciptanya kepastian hukum dalam
kehidupan masyarakat, maka sebagai pejabat publik maupun sebagai
profesi dalam pelaksanaan tugas jabatannya notaris rentan terhadap
penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh
karena itu, dalam Pasal 67 UUJN diatur bahwa pengawasan terhadap
notaris dilakukan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia), dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis
Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri secara berjenjang dan
berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari unsur ;%

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Untuk menjamin efektifitas pengawasan terhadap notaris, maka
pengawasan terhadap notaris tidak hanya mencakup pelaksanaan
tugas dan jabatannya saja, akan tetapi juga mencakup perilaku notaris
selaku profesi yang memberikan jasa hukum kepadamasyarakat yang
perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya

kepastian hukum. Dengan demikian maka notaris dalam menjalankan

Ysjaifurrahman. Habibi Adjie,Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan
Akta. Bandung: Mandar Maju, 2011,Hal.10-11

“Ketentuan Pasal 67 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
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tugas jabatannya sekaligus profesinya selain harus dapat memenuhi
persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan, juga terikat dengan ketentuan Kode Etik Notaris.

D. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat
disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria
dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana
keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang
kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu
kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti
melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang
dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia
seutuhnya.Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda
penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang
nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan
buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di
kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak
(berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa

dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak
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cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang
lain dan emosinya sangat tajam.*

Berbagai batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memang
tidak seragam dalam hal menentukan bagaimanakah dapat dikatakan
sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman
tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana
yang akan dipersoalkan nantinya. Pengertian anak Secara umum
dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan
ibu.?*Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata
dibatasi dengan wusia. Sedangkan dalam pengertian Hukum
Perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usial8 (delapan
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di
bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari
kekuasaan.?

Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) pada Pasal 330 adalah mereka yang belum mencapai
umur genap 21 tahun dan sebelumnya belum kawin.

Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah

“Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000, Hal 2-3
“AWJS.Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, Hal
38- 39

% pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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kawin.?*Dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Anak, anak
adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum
pernah kawin.®

Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa
pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.?®

Pengertian Anak di bawah umur menurut Undang-Undang No.
25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (20) anak
adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.
Anak menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Pasal 21 (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di
wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang
memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya
berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi Pasal 1 (4) anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun. Anak menurut Undang-undang No. 21 tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 1 angka (5) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak

* pasal 1 ayat (2),UU No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
“pasal 1 ayat (1), UU No.3Tahun1997 Tentang Peradilan Anak.
**pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1
angka (5) adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (1) dikatakan
bahwa batas Usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa
adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak
cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan
perkawinan.?’Adapun pengertian anak menurut Pasal 45 KUHPerdata
adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan
perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun.?®

Penetapan batas usia dewasa atau orang dapat mengajukan
permohonan untuk mendapatkan pelayanan pertanahan selama ini 21
(dua puluh satu) tahun, dengan penetapan ini tentang adanya
kepastian hukum mengenai kedewasaan dan kecakapan seseorang
dalam melakukan perbuatan dalam rangka pelayanan pertanahan.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai
pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang
masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.?® Menurut R.A.

Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa

" Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, Jakarta, 2001, Hal 50

“Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar

Grafika, Jakarta, 1993, Hal 19.

? W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Amirko,
1984, Hal. 25
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dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan
sekitarnya”.*°Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara
sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling
rentan dan lemabh, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan
dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara,
dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan
pelanggaran terhadap hak-haknya.®
Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak
menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para
pakar atau ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada
kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakangi
dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para
ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat
dilihat sebagai berikut :
1. Anak Menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.*

2. Anak menurut Kitab Udang —Undang Hukum Perdata

% R.A. Koesnan, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung :Sumur,
2005, Hal. 113

%L Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28

32Undang—undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak, (Jakarta : Visimedia,

2007), hal. 4
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Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang
belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan
belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum
umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya
sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai
orang yang telah dewasa bukan anak-anak.*

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal
45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16
(enam belas) tahun.

4. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai
umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1
butir 2).3*

5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

#3sSubekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Pradnya
Paramita, 2002, Hal. 90

% Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 1997, Hal. 52

*|bid, Hal. 52
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6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut Anak adalah
setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun
dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut demi kepentingannya.*®

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara
pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang

di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau

bukan.Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman

di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di

hukum.Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang

dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau

kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1

convention on the rights of the child® diartikan sebagai setiap orang

dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku
terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan
membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan
tergolong anak, menurut Bisma Siregar, menyatakan bahwa : dalam
masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan
umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut

perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau

% Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5
¥Convention on the rights of the child adalah sebuah konvensi internasional yang
mengatur tentang hak hak anak.
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tergolong anak tetapi sudah dewasa.*® Sedangkan menurut Sugiri
sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi  Gultom
mengatakan bahwa :
"Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhandan
perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi
dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu
selesai,jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan
permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun
untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."*®
Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama
merumuskannya dengan:
"Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa,
tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya
walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat
melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum
dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya,
walaupun ia belum berenang kawin."*°
Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana
tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu
untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas
dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut
batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang tentang
Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak
sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum

mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan, dan belum pernah menikah.

*®Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta :
Rajawali, 1986) hal. 105

*Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua,(Bandung, P.T.
Refika Aditama, 2010), hal 32

“Ibid
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E. Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum

Dalam melakukan perbuatan hukum, anak di bawah umur harus
diwakili oleh orang tuanya atau walinya karena mereka dianggap
belum mampu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang
buruk, dengan demikian domisili anak di bawah umur juga mengikuti
domisili orang tua atau walinya, sehingga anak di bawah umur tidak
dapat dinyatakan tidak hadir (afwezig). Ukuran atau batasan untuk
menentukan seseorang masih di bawah umur atau sudah cukup umur
dalam KUHPerdata ditentukan dalam Pasal 330, meskipun menurut
Pasal 282 KUHPerdata seorang pria berumur 19 tahun dan wanita
berumur di bawah 19 tahun boleh melakukan pengakuan anak
(erkenning) dan menurut Pasal 897 KUHPerdata bila sudah mencapai
usia 18 tahun boleh membuat surat wasiat, artinya untuk melakukan
perbuatan hukum vyang tertentu itu seorang anak boleh datang
menghadap notaris untuk menandatangi akta yang berkenaan. Perlu
pula diketahui kapankah seorang anak itu di bawah kekuasaan orang
tua (ourdelijke-macht), karena sistem hukum perdata barat yang
sebelumnya berlaku dengan sistem Undang-Undang Perkawinan
menganut pandangan yang berbeda.*

Menurut hukum seseorang yang belum dewasa atau di bawah
umur tidak cakap bertindak serta tidak dapat dipertanggungjawabkan

akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Anak di bawah umur harus

“ISiti Hafsah Ramadhany, Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali
Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksitensi Balai Harta
Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas), Tesis, Sps-Usu, Medan, 2004, Hal 25.
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diwakili oleh orang tua atau walinya agar hak-haknya terlindungi
karena dalam hukum semua orang itu memiliki hak-hak yang sama
yang harus dilindungi, tanpa melihat dewasa atau tidaknya seseorang
serta cakap atau tidaknya ia dalam melakukan perbuatan hukum,
bahkan seseorang yang masih dalam kandungan pun sudah memiliki
hak dengan catatan ia harus lahir.

Dalam ketentuan hukum di Indonesia dijelaskan bahwa setiap
orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan
Undang-Undang ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya
bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak
mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum,
dengan kata lain subyek hukum yang tidak sempurna tersebut terkait
dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum,
mereka-mereka itu adalah;*?

a. Orang yang belum dewasa/anak di bawah umur;

b. Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila), pemabuk,
pemboros di bawah pengampuan (curatele),

c. Wanita dalam perkawinan (wanita kawin),

Namun demikian, hingga saat ini belum ada aturan yang tegas
bersifat unifikasi tentang batasan usia cakap bertindak dalam hukum di
Indonesia, hal ini menunjukkan bervariasinya batasan usia dinyatakan

sebagai anak di bawah umur dalam berbagai peraturan perundangan

2 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Internusa, Bandung, 1994, Hal 341.
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di antaranya adalah sebagai berikut : Menurut Pasal 6 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang dinyatakan
cakap bertindak dalam hukum perkawinan setelah mencapai umur 21
tahun, namun dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa pria berumur 19 tahun
atau wanita berumur 16 tahun dapat melakukan perbuatan hukum
perikatan/perjanjian perkawinan atas persetujuan orangtua atau
walinya.

Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa penghadap
harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 (delapan belas)
tahun atau telah menikah. Sementara itu, berdasarkan Putusan MK
No. 22/PUU-XV/2017 disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki
adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah.
Seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan
menyebutkanbahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan
wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

F. Perseroan Komanditer (CV)
1. Pengertian CV
Secara umum Perusahaan artinya tempat terjadinya kegiatan
produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi untuk digunakan
dan dikoordinir demi memuaskan kebutuhan dengan cara
menguntungkan. berdasarkan pengertian tersebut maka dapat

dilihat adanya lima unsur penting dalam sebuah perusahaan yaitu:
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a. Organisasi

b. Produksi

c. Sumber ekonomi

d. Kebutuhan

e. dan cara menguntungkan

Setiap Perusahaan ada yang terdaftar di instansi pemerintah
dan ada pula yang tidak terdaftar diintansi pemerintah.Bagi
perusahaan yang terdaftar dipemerintah, mereka mempunyai badan
hukum untuk perusahaanya.Badan hukum ini adalah merupakan
status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara
resmi. Adapun perusahaan itu sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) jenis
yaitu:

a. Perusahaan perorangan atau disebut juga perusahaan individu
contohnya Toko Swalayan, Biro konsultan.

b. Perusahaan Persekutuan Badan hukum contonya PT, Koperasi,
BUMN.

c. Persekutuan Perusahaan bukan badan hukum Contonhya Firma
dan CV.

Dari ketiga jenis perusahaan tersebut, Comanditaire
Vennootschap untuk selanjutnya disebut CV merupakan suatu bentuk
badan usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha
Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi badan

usaha di Indonesia.
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CV adalah Persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa
sekutu komanditer.*® Sekutu komanditer ialah sekutu yang hanya
menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan kepada
persekutuan, dan ia tidak ikut campur dalam pengurusan ataupun
penguasaan dalam persekutuan. Status sekutu komanditer dapat
disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu
perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari
inbreng**yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam
kepengurusan, kepengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan.
Sehingga dalam CV terdapat 2 (dua) macam sekutu, yaitu :

a. Sekutu kerja atau sekutu Komplementer adalah sekutu yang
menjadi pengurus Persekutuan; dan

b. Sekutu tidak kerja atau sekutu Komanditer adalah tidak
mengurus Persekutuan dan hanya memberikan inbreng saja.

Sesuai dengan yang diatur Pasal 19 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHD) disebutkan bahwa CV adalah suatu
perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara
satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung-
menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak,

dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter) pada

“Abdul Kadir Muhammad, 1993, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, hal.62

“Inbereng adalah penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai,
melainkan dalam bentuk barang atau harta
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pihak yang lain.*’Mengenai istilah geldschieter dalam Pasal 19 ayat
(1) KUHD terdapat terjemahan yang berbeda-beda.Subekti
menerjemahkan dengan istilah pelepas uang, Tirtaamidjaja
menerjemahkannya si pemberi uang, sedangkan Sukardono secara
lebih tepat menerjemahkan dengan istilah seorang yang
mempercayakan uang.

Sukardono  mempergunakan istilah mempercayakan uang
karena yang dimaksud oleh masing-masing yaitu menyerahkan hak
milik atas modal yang bersangkutan kepada Pesero Pengurus, jadi
modal itu selama berjalannya CV dapat ditarik kembali, melainkan
baru di kemudian hari pada akhir penyelesaian Perseroan setelah
pemecahannya, apabila ternyata ada sisa yang menguntungkan.
Pesero Komanditer selama berjalannya Perseroan tersebut hanya
berhak atas penerimaan bagiannya dalam keuntungan vyang
diperoleh, tetapi ia pun mungkin juga dibebani pula dengan
membayarkan bagiannya dalam kerugian yang diderita. Hal itu
tersimpul dalam asas pembiayaan bersama untuk menjalankan
perusahaan yang dilakukan oleh pesero pengurus.*®

CV adalah suatu badan wusaha kerja sama untuk
menyelenggarakan Perusahaan yang didirikan oleh seorang atau

lebih, dinamakan Pesero Komanditer, yang mana dapat mengikat

“https:/legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-perusahaan/ di akses pada
26 Januari 2020 pukul 17.00 WITA

6C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum
Dalam Ekonomi), Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, Hal. 84.

36


https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/hukum-perusahaan/

perseroan dengan pihak ketiga serta mempunyai tanggung jawab
sampai kepada harta pribadi dengan seorang atau lebih pesero
komanditer yang menyerahkan bagian modal dan terbatas
pertanggung jawabannya hanya terhadap modal yang dimasukkan
dan tidak diperkenankan memberikan bekerja, atau melakukan
pengurusan bagi perseroan.*’

Pengaturan lain tentang CV ada pada Pasal 20 dan Pasal 21
KUHD. Pengaturan CV ini berada di dalam pengaturan masalah Firma
sebab pada dasarnya CV juga merupakan Firma dengan bentuk
khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya Pesero
komanditer yang pada Firma tidak ada. Pada Firma hanya ada Pesero
pengurus sedangkan pada CV, bukan hanya ada Pesero Pengurus
(aktify melainkan juga ada Pesero Komanditer atau Pesero diam
(sleeping partner).Sebagai suatu organisasi kerjasama antara
beberapa pribadi, CV memiliki karakteristik hubungan yang didominasi
oleh kondisi subyektif masing-masing pribadi.Jadi walaupun orang
perorangannya dipandang telah mengikatkan diri menjadi satu

kelompok organisasi, hamun yang dilihat semata-mata adalah segi

“R.Ali Rido Et Al.,Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, Perseroan Firma Yang
Berbadan Hukum, Perseroan Komanditer Yang Hanya Terdiri Atas Satu Orang Pesero
Komanditer,Keseimbangan Kekuasaan Dalam Perseroan Terbatas Dan Masalah
Penswastaan Badan Usaha Milik Negara, Cet. |, Remadja Karya CV, Bandung, 1988,
Hal 33I. 115.,
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manusia orang perorangan (individunya), tergolong kelompok ini
adalah Firma dan CV serta Maatschaap (Perseroan perdata).*®
Pembentukan CV diawali dengan adanya Pesero pengurus
(Pesero aktif) sebagai pendiri baik seorang maupun beberapa orang
yang telah saling kenal dan percaya, kadangkala para Pesero
pengurus ini merupakan suatu keluarga atau kerabat.Oleh karena
dominannya unsur kekeluargaan di dalam konstruksi CV sehingga
turut mempengaruhi sistem yang ada dalam perusahaan.Secara
ekonomis hal ini berarti sebagai suatu institusi bisnis, perasaan,
emosional dan mentalitas para pribadi cenderung turut memberi
pengaruh pada penentuan kendali usaha.Secara yuridis, walaupun
unsur kekeluargaan dominan tetapi tidak berarti jika terjadi kerugian
bisa melepaskan tanggung jawab.Secara umum, dari banyak bentuk
badan usaha yang memiliki karakteristik hubungan semacam ini,
cenderung mengabaikan system yang telah tertata dalam perusahaan
dan ini dapat mengganggu efisiensi dalam organisasi.** Hal ini
merupakan satu kelemahan dari organisasi dengan karakteristik

demikian seperti CV walaupun perusahaan Perseroan mempunyai

“8Rudy Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas,Undang-Undang No.1Tahun
1995, Citra Aditya Bakti, 1995, Bandung, Hal. 33.

“‘Peter Blau dan Marshall W. Meyer, Birokrasi dalam Masyarakat Modern. Edisi Kedua,

Ul-Press, 1987, Jakarta, Hal. 12.
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beberapa kelebihan dibanding perusahaan milik perorangan namun
perusahaan jenis ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu :>°

a. Kewajiban Pesero yang tidak terbatas

b. Kemungkinan adanya perbedaan pendapat antar Pesero

c. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin

d. Investasi yang beku.

Pengertian CV dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pengertian,
yaitu:>*

a. CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu
kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu
bentuk khusus daripada Firma.

b. CV dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing
Pesero, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV
sebagai suatu bentuk kerjasama antara pesero pengurus (aktif)
dan pesero komanditer.

2. Dasar Hukum Pendirian Perseroan Komanditer (CV)

Terkait dengan pendirian CV itu sendiri, pada hakikatnya tidak
diperlukan formalittas tertentu.Hal ini disebabkan pendirian CV dapat
dilakukan secara lisan maupun tertulis, baik dengan akta autentik
maupun dengan akta dibawah tangan.Selain itu, tidak adanya aturan

yang menyatakan adanya keharusan dari CV ini untuk melakukan

*Vernon A. Musselman, John H. Jackson, Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan
Praktek-Praktek Sezaman, Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Alih Bahsa Wilhelmus W. Bakowatun,
Intermedia, 1988, Jakarta, Hal. 75

*!bid, Hal. 78
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pendaftaran atau pengumuman dalam Berita Negara Republik
Indonesia.Dalam hal ini, CV adalah Firma dalam bentuk khusus
sehingga harus juga memenuhi segala ketentuan hukum yang diatur
sebagaimana halnya Firma.

Pada praktiknya di Indonesia telah menunjukkan suatu
kebiasaan bahwa orang yang mendirikan CV berdasarkan akta
Notaris (berbentuk autentik). Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah
pendirian dapat dilakukan dengan berbagai cara asalkan tidak
merugikan pihak ketiga.**Namun bilamana dilakukan pendirian
dengan akta autentik, adanya kewajiban pendaftaran akta pendirian
atau ikhtisar resminya dalam register yang disediakan pada Kantor
Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan itu (raad
van justitie).>*Akan tetapi yang didaftarkan hanyalah berupa anggaran
dasarnya saja sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 24 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang dimana sekurang-
kurangnya harus memuat ketentuan:**

a. Nama, pekerjaan, tempat tinggal dari pesero;
b. Pernyataan bahwa Perseroan Komanditer tersebut melakukan
kegiatan usaha yang umum atau terbatas pada cabang usaha

tertentu dengan menunjukkan maksud dan tujuan dari usaha

>’Hukum online.com, 2009, Tanya jawab hukum perusahaan/hukum online. com; Cet.l,
Visimedia, Jakarta, hal.82.

>3 ihat Pasal 23 dan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

*Ibid,Pasal 26
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yang hendak dilakukan oleh Perseroan Komanditer (CV)
tersebut;
c. Penunjukkan para pesero baik yang aktif maupun yang pasif;
d. Saat mulai berlakunya dan berakhirnya;
e. Klausula-klausula penting lainnya yang berkaitan dengan pihak
ketiga terhadap perseroan.>
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam CV adalah dimana
selayaknya perusahaan persekutuan maka tidak ditentukan besaran
modal dalam perseroan. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1619
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan
bahwa para pesero tidak hanya memasukkan bagian Perseroan
dalam bentuk uang ataupun barang (Inbreng) akan tetapi juga dalam
bentuk tenaga dan kerajinannya. Sehingga hal ini tidak bisa secara
keseluruhan ditentukan dalam bentuk uang untuk modal dasar yang
digunakan dalam perseroan.Akan tetapi penulis menganggap bahwa
yang dapat memasukkan barang maupun tenaga dan kerajinan
hanyalah pesero pengurus, sedangkan pesero komanditer hanya
dapat memasukkan uang saja.
Setelah Anggaran Dasar akta CV tersebut didaftarkan di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana CV tersebut berada dan
ditanggali pada hari akta atau petikannya dibawa di kepaniteraan,

selanjutnya keharusan adanya pengumuman dalam Tambahan Berita

*5Ibid,Pasal 27
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Negara Republik Indonesia bahwa CV tersebut telah berdiri dan
didirikan dengan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23, pasal 24, dan Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD) tersebut. Terkait dengan pendaftaran dan pengumuman
tersebut, apabila hal itu belum terjadi maka Perseroan Komanditer
terhadap pihak ketiga dianggap sebagai Perseroan Perdata
sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), dimana semua pesero diperkenankan dan
dianggap berhak mengurus CV tersebut.>®

Pendirian suatu Perseroan Komanditer tidaklah diatur secara
khusus dalam KUHD, hanya di dalam undang-undang pendaftaran
niaga, ketentuan tentang keharusan CV melakukan pendaftaran
dimana terdapat seorang pesero pengurus atau beberapa orang
terhadap CV yang melakukan hubungan hukum dengan pihak
ketiga.Sementara itu beberapa ahli berpendapat bahwa keharusan
pendaftaran hanya dilakukan bagi CV yang secara terang-terangan
atau terbuka (openbare CV), dan beberapa penulis memandang
diwajibkan kepada semua CV didaftarkan.

Pendirian perseroan komanditer sebenarnya dapat dilakukan
dengan cara yang sederhana yaitu dalam bentuk lisan, akan tetapi
sebaiknya secara tertulis, karena akibat-akibat hukumnya perjanjian

itu sangat besar artinya terutama dalam hubungan dengan kekayaan

*%1bid,Pasal 29
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para peserta, khususnya pesero-pesero pengurus, yang mempelopori
pendiriannya.

Dalam kehidupan sehari-hari ternyata bahwa setiap orang yang
mendirikan Perseroan Komanditer dilakukan dengan akta notaris,
yang seharusnya cara inilah yang paling tepat, dan memberikan
kepastian hukum bagi tiap-tiap pesero yang bersangkutan demikian
pula pihak ketiga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban daripada
pesero yang mendirikan Perseroan Komanditer itu.

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) sendiri tidaklah
memerintahkan secara tegas pemuatan akta notaris dan
pengumuman pada Berita Negara Rl akan tetapi ketentuan Pasal 23
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menetapkan kepada
para pesero Firma wajib mendaftarkan akta dalam daftar yang
diadakan untuk itu, di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang ada di
daerah hukumnya perseroan berkedudukan.’’Pasal 22 Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (KUHD) dengan tegas diharuskan pendirian
Firma dengan akta resmi atau akta autentik, dan tidak adanya akta
tidak dipakai untuk merugikan pihak ketiga.>®

Dari kedua pasal tersebut di atas mencerminkan adanya
anjuran pendirian Perseroan Komanditer dengan akta autentik, namun
terhadap kalimat terakhir dari Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang (KUHD) dimungkinkan juga didirikan tidak dengan akta

> pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
*8 pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
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autentik. Terhadap perjanjian perseroan bersifat obligatoir atas dasar
kontraktual sesuai dengan yang diatur Pasal 1320 KUHPerdata dan
yang berakibat hukum sesuai dengan asas yang ditetapkan oleh Pasal
1338 KUHPerdata yaitu “semua persetujuan yang dibuat sesuai
dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya”.>® Sehingga dengan demikian maka tanpa akta
sebenarnya dapat pula dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan
dan hal ini berpegang kepada ketentuan Pasal 1338 BW dimana
perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kekuatan
hukum sebagai Undang-undang sehingga pihak-pihak yang
bersangkutan dapat melakukannya dengan bentuk perjanjian
perseroan menurut keinginan masing-masing pihak sejauh tidak
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban
umum.
3. Dasar Hukum Perseroan Komanditer (CV)

Pengaturan CV menjadi satu dengan Firma, yaitu di dalam Bab
Il bagian 2 Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD). Karena pengaturannya menjadi satu dengan
Firma, tentu saja memberi akibat bahwa pendirian, tata cara
perubahan dan perjanjian yang tertuang di dalam anggaran dasar

serta tata cara pembubaran mirip dengan pendirian, tata cara

% pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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perubahan dan perjanjian yang tertuang di dalam anggaran dasar
serta tata cara pembubaran yang ada di dalam Firma.®°

Ketentuan yang mengatur lebih spesifik tentang CV yang
terdapat di dalam KUHD sangatlah terbatas yaitu hanya tercantum
dalam tiga buah Pasal (Pasal 19, 20 dan Pasal 21 KUHD). Ahli hukum
Purwosutjipto berpendapat, CV itu pada hakekatnya adalah firma dan
firma adalah Perseroan perdata, maka aturan tentang berakhirnya CV
juga sama dengan Firma dan Perseroan perdata.®

Hubungan hukum di antara para pesero baik intern maupun
ekstern, hubungan tersebut lebih banyak diatur dengan melalui pasal-
pasal Perseroan perdata seperti hubungan mengenai pemasukan
modal, dapat mengacu pada Pasal 1625 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata), pembagian keuntungan dan kerugian
mengacu pada Pasal 1633 dan Pasal 1634 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata).

4. Status Hukum Perseroan Komanditer (CV)

CV sebagaimana halnya dengan perusahaan lain yang
berbentuk persekutuan, secara umum tidak dapat dikatakan sebagai
badan hukum. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, pihak ketiga
tersebut tidak dapat menuntut sekutu komanditer.Dalam hal ini pihak

ketiga hanya berurusan dan bertransaksi dengan CV, bilamana hal itu

® Henricus Subekti, 2012, Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan
Akta-aktanya, Cakrawala Media, Yogyakarta, him. 22.

**H.M.N. Purwositjipto, 2005, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-
Bentuk Perusahaan, Djambatan, Jakarta, hal. 84.
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diwakili oleh sekutu komplementer. Apabila dalam hal ini bila mana
sekutu komplementer menampilkan kewenangannya sebagai
pengurus, ia pun dapat dituntut dan berkedudukan sama dengan
sekutu komlementer. Namun demikian, ditinjau dari bentuk hukumnya
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 KUHD, dapat
dikatakan bahwa CV bukanlah badan hukum dikarenakan tidak
adanya pengesahan menjadi badan hukum oleh instansi yang
terkait.Selain itu tanggung jawabnya pun dari para sekutunya tidak
terbatas (Unilimited libiality) sampai meliputi harta pribadi tidak secara
mutlak sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai badan
hukum. CV tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, baik
didalam KUH Perdata maupun KUHD.

5. Macam-macam Pesero dalam Perseroan Komanditer (CV)

Dalam struktur CV dikenal dua jenis Peseroatau pesero yang
memegang peranan sangat menentukan untuk dapat disebut sebagai
CV, yaitu pesero pengurus (aktif) dan pesero komanditer. Ada
beberapa penulis menyebutnya dengan pesero kerja dan pesero tidak
kerja atau pesero aktif dan pesero pasif..°*Yang jelas kedua jenis
pesero tersebut mempunyai peranan dan tugas masing-
masing.Pesero komplementer (aktif) atau biasa juga disebut pesero
pengurus adalah pesero yang aktif mengurus dan menjalankan

perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak

®2Ipid.
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ketiga, sedangkan Pesero Komanditer merupakan pesero yang tidak
berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai
kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.®

Dari kedua pesero tersebut, yang justru lebih menentukan untuk
dapat disebut sebagai CV yaitu keberadaan pesero komanditer,
karena ketiadaan pesero komanditer pada struktur suatu CV, maka
Perseroan tersebut tidak dapat disebut sebagai CV. Apabila terdapat
beberapa pesero pengurus ada kemungkinan disebut sebagai Firma
atau bisa juga disebut sebagai maatschaap apabila di dalamnya
hanya terdapat seorang pesero pengurus.Sebaliknya juga jika hanya
terdapat pesero komanditer saja, tentu tidak mungkin disebut sebagai
CV karena tidak ada pesero yang menjalankan perusahaan.Jadi di
dalam konstruksi CV, baik Pesero Pengurus dan Pesero Komanditer
mempunyai fungsinya masing-masing yang saling melengkapi.Pesero
komanditer ini berfungsi seolah-olah sebagai pemegang merek pada
bentuk CV.

6. Pembubaran Perseroan Komanditer (CV)

Terkait dengan pembubaran, ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) mengatur secara tegas bagaimana
pembubaran tersebut dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang (KUHD). Dalam hal ini pembubaran CV dengan Firma adalah

®3Sentosa Sembiring, 2004, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-2, Bandung,
Hal. 23
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sama dikarenakan ketentuan mengenai Firma secara tegas
diberlakukan pula untuk CV menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD). Pembubaran CV dapat dilakukan oleh satu orang
atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun oleh
pesero itu sendiri.Namun apabila ada yang menolak termasuk ahli
warisnya, maka para ahli waris harus membuktikannya dengan suatu
akta autentik dan mendaftarkannya serta mengumumkan dalam
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.Ketentuan ini tidak
berlaku bilamana pesero mengundurkan diri sebagai pesero pengurus
dan menjadi Pesero Komanditer.

Pembubaran sebuah CV baik dengan persetujuan, pelepasan
diri, penghentian, dan sebagainya, sesuai dengan yang diatur dalam
Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) harus
dinyatakan dengan akta autentik serta dilakukan pendaftaran dan
pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila prosedur pembubaran tersebut dilalaikan oleh para
pesero dari CV yang dibubarkan tersebut, maka pembubaran tersebut
dianggap tidak ada dan CV dianggap masih berdiri dan tetap terikat
hubungan dengan pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila terjadi
pelepasan atau salah seorang pesero baik dikarenakan berhenti,
mengundurkan diri, tidak memenuhi ketentuan sebagai pesero baik

disebabkan oleh sanksi pidana maupun ditaruh dibawah pengampuan
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dan meninggal dunia dalam hal tidak ada pesero lain yang mengambil
alih bagiannya, maka CV tersebut dapat bubar.

Pada pembubaran CV ini, para pesero yang tadinya bertindak
dan memiliki hak mengurus harus membereskan urusan-urusan bekas
perseroan tersebut, kecuali bilamana dalam perjanjiannya ditentukan
lain. Selain itu ada pula kemungkinan seluruh pesero pengurus
mengangkat seorang pengurus lain dengan pemungutan suara
seorang demi seorang dengan suara terbanyak dalam rangka
pemberesan tersebut.”* Bilamana pemungutan suara tidak
menemukan penyelesaian, maka dibutuhkan penetapan dari
Pengadilan Negeri domisili dimana CV tersebut berdiri guna
mengambil keputusan yang menurut pendapatnya paling baik untuk
kepentingan CV yang akan dibubarkan.

Apabila keadaan kas CV yang dibubarkan tidak mencukupi
untuk membayar utang-utang dari CV tersebut, maka dapat ditagihkan
terhadap pesero pengurus yang mana bertanggung jawab hingga
harta pribadinya.Setelah pemberesan dan pembagian tersebut telah
dilakukan, apabila dalam hal tidak ada perjanjian yang menentukan
lain, maka buku-buku dan surat-surat yang dulu menjadi milik CV yang
dibubarkan tersebut tetap ada pada pesero dengan suara terbanyak
atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri setempat karena tidak

berhasilnya pemungutan suara dilakukan.Hal ini dilakukan dengan

®pbid, Pasal 32.

49



tidak mengurangi kebebasan dari para pesero atau penerima hak

untuk melihatnya.®®

7. Hak dan Kewajiban Pesero Pengurus dan Pesero Komanditer
dalam Perseroan Komanditer (CV)

Terdapatnya dua jenis Pesero dalam CV yaitu Pesero
Pengurus (Beherende Vennoot) dan Pesero Komanditer
(Commanditaire Venootchap) lebih kepada status bukan karena peran
(role) artinya secara hukum posisi mereka memang berbeda. Hal ini
bermakna pada hak dan kewajiban seorang Pesero ditentukan oleh
fungsi dari statusnya apakah sebagai Pesero Pengurus atau Pesero
Komanditer dan bukan karena peran yang dilakukannya seperti
besarnya pengendalian seseorang dalam suatu perusahaan. Dengan
demikian walaupun Anggaran Dasar Perseroan Komanditer membatasi
kewenangan Pesero Pengurus dalam manajemen Perusahaan dia
tetap sebagai seorang pesero yang bertanggung jawab dengan hak
dan kewajiban yang sama sebagaimana hak dan kewajiban yang
diemban oleh Pesero bertanggung jawab lainnya.

Pengurus CV mempunyai tanggung jawab secara pribadi untuk
keseluruhan Pesero yang berada di dalam CV tersebut Pasal 19 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur bahwa pihak yang
bertanggungjawab keluar yaitu Pesero Pengurus bila CV-nya tersebut

melanggar pasal 20 KUHD, wewenang Pesero Komanditer hanya

®Ibid, Pasal 35.
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tertuju pada unsur intern CV. Pesero Komanditer juga
bertanggungjawab kepada Pesero Pengurus terkait Penyuplaian
modal, beberapa Pesero bertanggungjawab secara tidak terbatas dan
Pesero yang lain bertanggung jawab secara terbatas terhadap utang
dari CV. Kedua Pesero tersebut mempunyai hak dan kewajiban
masing-masing.
Pesero Pengurus mempunyai hak dan kewajiban sebagai
berikut :
1. Wajib Mengurus CV
2. Wajib  bertanggung jawab secara  tanggung-renteng
atasKewajiban CV terhadap pihak ketiga
3. Berhak memasukan uang dan kekayaan lainnya kepada CV
4. Berhak menerima pembagian keuntungan.
Pesero Komanditer mempunyai hak dan kewajiban sebagai
berikut:
1. Wajib menyerahkan uang dan kekayaan lainnya kepada CV
2. Wajib bertanggungjawab atas kewajiban Perseroan kepada
pihak ketiga terbatas terhadap pemasukan jumlah yang telah
disetor untuk modal CV
3. Berhak memperoleh pembagian keuntungan yang
presentasenya sesuai dengan modal yang dimasukan kedalam

CV.
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4. CV dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan
menggunakan dengan surat kuasa, akan tetapi Pesero
Komanditer boleh melakukan pengawasan jika ditetapkan
dalam akta Pendirian.

G. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam kaitannya dengan hukum perusahaan dan akta pendirian
Perseroan komanditer yang mana akta tersebut merupakan produk
dari notaris, seyogyanya memiliki kewajiban dalam menjaga dan
membuat akta yang sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku.
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya secara normatif
kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan
diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta.Notaris wajib
berpedoman pada aturan hukum terkait dengan pembuatan akta
pendirian CV dengan begitu maka akan memberikan kepastian hukum
kepada para pihak bahwa Akta yang dibuat dihadapan atau oleh
notaris memiliki kekuatan hukum yang dapat menjadi petunjuk, untuk
mengatasi apabila terjadi masalah, dalam hal ini Akta pendirian CV
yang dibuat oleh notaris yang isinya memuat anak dibawah umur
sebagai Pendiri Pesero Komanditer.

Menurut pendapat Radbruch:®®

®Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982,hal
163
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“Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang
ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum
yang memadai.Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti
sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang
di depan peradilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan
atau finalitas.Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum
memang sesuai dengan tujuan yang hendakdicapai.Aspek
yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas.Aspek itu
menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan”.
Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi
adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat.Menurut
pendapat Soerjono Soekanto “Kepastian hukum mengharuskan
diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang
berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di
dalam Masyarakat.®’Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam
situasi tertentu®.
a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan
mudabh diperoleh.
b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat
tersebut;

c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap

aturan-aturan tersebut.

®’Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan
Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis), Cetakan Keempat, Universitas
Indonesia, Jakarta, 1999, Hal. 55

®Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum Di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam
Moeliono, Komisi Hukum Nasional,Jakarta, 2003,Hal.5
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d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapakan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten
sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta
autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.akta
notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan dan diatur
oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta
Notaris.Bila akta notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka
akta notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum
kepada para pihak tentang akta yang dibuatnya.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tanggung
jawab mempunyai arti kewajiban menanggung segala sesuatunya bila
terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan kamus
hukum memberikan pengertian tanggung jawab adalah suatu
keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah
diwajibkan kepadanya.®®Menurut hukum tanggung jawab adalah
suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang
perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam
melakukan suatu perbuatan,’Selanjutnya menurut Titik Triwulan

pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang

% Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005
70 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.
11
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menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut
orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum
orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.’*Menurut hukum
perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi2 macam, yaitu
kesalahan dan risiko.Dengan  demikian dikenal dengan
pertanggungjawaban atas dasar kesalahandan pertanggungjawaban
tanpa kesalahan yang dikenal yang dikenal dengan tanggung jawab
risiko atau tanggung jawab mutlak."

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam
perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu: "

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan
perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat
atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan
mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan
yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah
bercampur baur.

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum

tanpa  mempersoalkan  kesalahan, didasarkan pada

"'Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi
Pustaka,Jakarta, hal.48

"2 Ibid. Hal. 49

" Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010,

Hal.503
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perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja,

artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab

atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

H. Bagan Kerangka Pikir

Kekuatan Hukum Akta Pengurus Perseroan
Komanditer (CV) Dibuat Oleh Notaris Yang
Pengurusnya Anak di bawah Umur

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- Kitab undang-undang hukum perdata

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2018,tentang
pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan
firma, dan persekutuan perdata.

\

Akta Pendirian  (CV) Tanggung Jawab Notaris

terhadap akte Pendirian
yang pengurusnya anak o
di bawah umur memiliki (CV) yang isinya memuat
anak di bawah umur
kekuatan hukum

y

Terwujudnya Kepastian Hukum Akta Pengurus Perseroan
Komanditer (CV) Dibuat Oleh Notaris Yang Pengurusnya
Anak di bawah Umur
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I. Definisi Operasional
Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, untuk
menghindari adanya salah pemaknaan dari setiap istilah yang
digunakan dalam penelitian ini, secara operasional fokus istilah-istilah
tersebut didefinisikan tersendiri oleh peneliti.

1. Kekuatan hukum adalah Setiap aturan hukum yang mengatur segi-
segi kehidupan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
Pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup dan dasar
Negara. Serta Sebagai sumber terbentuknya hukum atau sumber
yang menimbulkan hukum.

2. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat
untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani
pihak yang membuatnya.

3. Perseroan Komanditer (CV) adalah suatu bentuk badan usaha
berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih
dimana sebagaian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang
tak terbatas sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab
yang terbatas.

4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
autentik.

5. Anak dibawah umur adalah anak yang belum bisa bertindak secara

hukum dan belum mencapai umur 16 serta belum menikah untuk
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perempuan dan untuk laki-laki belum mencapai umur 19 tahun
serta belum menikah.

6. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau
Perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung
jawab manusia dalam hal perwujudan kesadaran akan

kewajibannya.
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